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BAHAS RANCANGAN APBD PERUBAHAN 2023

Sejumlah Fraksi DPRD Tangsel
Soroti Penurunan Retribusi
Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie 
menjelaskan penurunan  retribusi  daerah, 
dikarenakan adanya  penyesuaian 
 Undang-Undang pajak pada UU Cipta 
Kerja dan beberapa mata pajak tidak bisa 
lagi dipungut oleh daerah.

TA N G S E L  ( I M )  - 
DPRD Kota Tangsel meng-
gelar Rapat Paripurna ber-
sama Wali Kota Tangsel un-
tuk membahas Rancangan 
APBD Perubahan 2023, 
Senin (11/9).

Agenda Rapat Paripur-
na adalah tanggapan seluruh 
Fraksi di DPRD Tangsel terkait 
pidato nota keuangan Rancan-
gan APBD Perubahan yang 
disampaikan WaliKota Tangsel, 
Benyamin Davnie pada Rapat 
Paripurna pekan lalu.

B e r i k u t  r a n g k u m a n 
catatan Fraksi-Fraksi DPRD 
Tangsel menanggapi Rancan-
gan APBD Perubahan 2023.

Fraksi PDIP memper-
tanyakan penyebab utama 
penurunan Retribusi Daerah 
yang semula dianggarkan 
Rp 61.594.358.827,00 turun 
30,11% menjadi sebesar Rp 
43.048.177.371.

“Kita perlu memahami 
apakah penurunan ini dise-
babkan oleh faktor internal, 
seperti kebijakan pemerintah 
yang kurang tepat atau fak-
tor eksternal seperti penu-
runan dalam permintaan atas 

layanan atau barang yang 
dikenakan retribusi,” ucap 
Made Laksmi Pusparini mem-
bacakan pandangan umum 
Fraksi PDIP.

Fraksi Gerindra-PAN 
tur ut  member i  ca ta tan 
rendahnya kenaikan real-
isasi target Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) di APB Pe-
rubahan 2023 sebesar Rp 
2 .037 .626 .419 .635  J ika 
dibandingkan target realisasi 
PAD APBD Perubahan 2022 
yakni Rp 2.017.364.068.366 
maka tahun ini kenaikan PAD 
hanya 1 persen.

Atas target PAD terse-
but, Wali Kota Tangsel, Be-
nyamin Davnie juga me-
nyampaikan penurunan PAD 
dari sektor Retribusi Dae-
rah, dari semula ditargetkan 
Rp 61.594.358.827 menjadi 
sebesar Rp 43.048.177.371 
atau berkurang sebesar Rp 
18.546.181.456 atau turun 
hingga 30,11 persen.

“Kenapa terdapat penu-
runan Retribusi Daerah yang 
sangat signifikan?,” ucap 
Zulfa Sungki Setiawati mem-
bacakan pandangan umum 

PENYALURAN BANTUAN 
SOSIAL DI PANDEGLANG

Petugas mendata warga 
penerima bantuan saat 

pencairan tunai Bantuan 
Sosial (Bansos) di Desa 
Cigadung, Pandeglang, 

Banten, Senin (11/9). 
Kementerian Sosial 

merealisasi penyerapan 
anggaran untuk Program 
Keluarga Harapan (PKH) 

hingga Agustus 2023 
mencapai 64 persen atau 

Rp51,11 triliun dari total 
anggaran sebesar Rp79,41 

triliun.
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Fraksi Gerindra-PAN.
Fraksi PKS turut menyor-

oti PAD dari Retribusi Daerah 
yang mengalami penurunan 
target sebesar 30,11persen. 
Fraksi PKS meminta Pemkot 
Tangsel menjelaskan penu-
runan PAD dari sumber Re-
tribusi Daerah tersebut

Menurut Fraksi PKS, 
terhadap optimalisasi PAD, 
pihaknya meminta Pemkot 
Tangsel untuk dapat me-
nyajikan basis data objek 
dan subyek pajak/retribusi 
yang valid dan akuntabel, 
serta mekanisme pemung-
utan pajak dan retribusi yang 
lebih efektif  sehingga menjadi 
pedoman penggalian sumber-
sumber Pendapatan Daerah 
yang dapat dioptimalkan.

“Te rka i t  PAD yang 
S a h  m e n g a l a m i  p e nu -
runan sebesar 3,66% dari 
Rp202.260.406.619 menjadi 
sebesar Rp194.864.996.988, 

kami minta diperhatikan se-
bab, pandemi yang sudah 
berlalu semestinya telah me-
ningkatkan pergerakan akti-
vitas ekonomi yang sejalan 
dengan peningkatan daya beli 
masyarakat,” ujar Paramitha 
Messayu membacakan pan-
dangan unum Fraksi PKS.

Sementara itu Fraksi Gol-
kar hanya memberi catatan 
pada optimalisasi PAD harus 
dilakukan melalui team work 
yang dapat menyajikan basis 
data objek dan subyek pajak/
retribusi yang valid dan akunt-
able serta mekanisme pemun-
gutan pajak dan retribusi yang 
lebih efektif  sehingga menjadi 
pedoman penggalian sumber-
sumber pendapatan daerah.

Fraksi PSI sendiri mendo-
rong dan mengingatkan Pem-
kot Tangsel agar penerimaan 
yang ditargetkan di dalam 
nota keuangan dapat tercapai 
di sisa tahun 2023, sehingga 

tidak membebani SiLPA 
terlalu banyak atau jika 
kemungkinan terburuknya 
terjadi Defi sit anggaran.

“Kami juga meminta 
agar OPD-OPD penghasil 
pendapatan daerah, dapat 
bekerja semaksimal mung-
kin memenuhi target peneri-
maan anggaran tahun 2023 
ini. Mohon menjadi per-
hatian,” ucap Ferdiansyah, 
membacakan pandangan 
umum Fraksi PSI.

Sementara itu Wali 
Kota Tangsel, Benyamin 
Davnie menjelaskan penu-
runan retribusi daerah, 
dikarenakan adanya penye-
suaian Undang-Undang 
pajak pada UU Cipta Kerja 
dan beberapa mata pa-
jak tidak bisa lagi dipun-
gut oleh daerah. “Tapi 
kita intensifkan untuk 
PBB, BPHTB dan Pajak 
Reklame,” tandasnya.  pp

CILEGON (IM) - Pem-
kot Cilegon mengubah target 
pendapatan daerah di Ang-
garan Pendapatan Daerah 
(APBD) Perubahan Kota Ci-
legon Tahun Anggaran 2023.

Pemkot Cilegon menaik-
kan target pendapatan dae-
rah pada APBD Perubahan 
2023.

Kenaikan target pendapa-
tan itu terungkap dalam Rapat 
Paripurna DPRD Kota Ci-
legon dengan agenda Penyam-
paian Rancangan Perubahan 
Kebijakan Umum Anggaran 
(KUA) dan Prioritas Plafon 
Anggaran Sementara (PPAS) 
Tahun Anggaran 2023.

Pada kesempatan itu, 
Wakil Wali Kota Cilegon, 
Sanuji Pentamarta menyam-
paikan sejumlah perubahan 
pada APBD dari reguler dan 
perubahan. Salah satu yang 
alami perubahan target adalah 
pada sektor pendapatan dae-
rah Kota Cilegon.

Berdasarkan sambutan 
Wakil Wali Kota Cilegon Sa-

nuji disebutkan jika pendapa-
tan daerah ditargetkan Rp2,03 
triliun. Jumlah itu terdiri dari 
Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) sebesar Rp966,2 miliar 
dan pendapatan transfer sebe-
sar Rp1,07 triliun.

“Target pendapatan dae-
rah perubahan ini naik sebe-
sar Rp56,59 miliar dari target 
pendapatan daerah reguler 
sebesar Rp1,98 triliun,” ujar 
Sanuji, Senin (11/9).

S e l a i n  p a d a  s e k t o r 
pendapatan daerah, peruba-
han target juga terjadi pada 
sejumlah sektor lainnya, yaitu 
pada sektor belanja daerah.

Bedanya, pada sektor 
belanja alami penurunan 
sebesar  Rp40,26 mi l iar 
dari Rp2,38 triliun menjadi 
Rp2,35 triliun.

Disinggung terkait dasar 
per ubahan ta rge t  pada 
pendapatan, Sanuji menye-
but karena kecenderungan 
laju peningkatan pendapatan 
terjadi di triwulan ketiga dan 
empat.  pra

Pemkot Cilegon Ubah Target
Pendapatan di APBD Perubahan

PANDEGLANG (IM) 
- Dinas Komunikasi dan In-
formasi (Diskominfo) Kabu-
paten Pandeglang mengimbau 
masyarakat untuk meningkat-
kan kewaspadaan sebelum 
ikut arisan online. 

Sebab, tak jarang berpo-
tensi penipuan.

Sekretaris Dinas (Sekdis) 
Diskominfo Pandeglang, Rd 
S Setia Mulya, menjelaskan 
bahwa arisan online mengim-
ing-imingi memperoleh keun-
tungan atau hadiah. Namun 
ujung-ujungnya mengece-
wakan.

 “Hindari arisan online, 
maka dari itu kita ingatkan 
agar masyarakat bisa berha-
ti-hati,” ungkapnya, Senin 
(11/9).

Diskominfo Pandeglang 
telah melakukan sosialisasi 
mengenai digitalisasi kepada 
masyarakat sebagai langkah 
pencegahan. 

Pesan utamanya adalah 
menggunakan teknologi den-
gan bijak, menghindari risiko 
kecanduan.

“Ya pesannya cuma satu 
lakukan menggunakan digi-
talisasi itu dengan bijak, kalau 
benar ya benar kalau salah 
jangan. Arisan online juga 
sama,” kata Setia Mulya.

Meskipun pemahaman 
masyarakat tentang digitalisasi 
meningkat, perlu perhatian 
khusus terkait penggunaan-
nya yang benar.

Ia melanjutkan, terkait ad-
min dalam arisan online, Dis-
kominfo Pandeglang belum 
memiliki data pasti karena 
belum melakukan penelitian 
langsung. Namun, mereka 
lebih akrab dengan situasi 
judi online.

“Belum ada, karena saya 
sendiri Diskominfo belum 
melakukan penelitian atau 
terjun langsung ke lapangan 
arisan online, tapi kalau judi 
online kita tahu,” ujarnya.

Diskominfo Pandeglang 
menegaskan pentingnya ber-
hati-hati dalam arisan online 
dan mengingatkan bahwa 
pelanggaran dapat berujung 
pada tindakan hukum.  pra

Diskominfo Pandeglang Minta
Masyarakat Waspada Arisan Online

CIREBON (IM) - Bu-
pati Cirebon, Imron, men-
egaskan, sangat mendukung 
honorer Nakes menjadi PPPK 
tahun ini. Bukti dukungannya 
itu bahkan sudah dilakukan 
dan diketahui langsung oleh 
pengurus dan anggota Pejuang 
Honorer Nakes Indonesia 
Cirebon (PHNIC) beberapa 
waktu lalu.

Menurut Imron, dukun-
gan yang ia berikan ialah 
dengan menadatangani surat.  
Isinya meminta Pemerintah 
Pusat mengakomodir formasi 
PPPK untuk semua honorer 
Nakes di Kabupaten Cirebon.

“Dengan Nakes saya su-
dah tandatangan dan sudah 
diajukan, itu tinggal di pusat-
nya saja bagaimana,” ujar 
Imron, Senin (11/9).

Namun, diakui Imron 
pihaknya juga tengah me-
minta kuota tambahan ke-
pada Pemerintah Pusat untuk 
mengakomodir tenaga adim-
instrasi atau Tata Usaha (TU) 
di Dinas Kesehatan (Dinkes), 
Dinas Pendidikan (Disdik) 
dan Satpol PP.

“Jadi, yang kita ajukan un-
tuk Nakes tetap berjalan, tapi 
saya minta tambahan untuk 
bidang administri atau TU 
Dinkes, Disdik dan Satpol PP 
juga. Kebanyakan PPPK kan 
guru, nah kalau administras-
inya kan belum ada. Termasuk 
penjaga sekolah yang sudah 10 
tahun bekerja,” tegas Imron.

Sebelumnya, ratusan hon-
orer Nakes yang tergabung ke 
dalam PHNIC melakukan aksi 
long march dari GOR Rang-
gajati menuju kantor DPRD, 
Bupati Cirebon dan kantor 

Dinkes Kabupaten Cirebon.
Ketua PHNIC, Sarniti 

menyampaikan, aksi long 
march di lakukan untuk 
mendesak Pemkab Cirebon 
agar memprioritaskan Nakes 
dalam formasi PPPK sesuai 
PMK 212.

Pasalnya, dari ribuan hon-
orer Nakes yang ada, masih 
banyak honorer Nakes yang 
belum terakomodir, terutama 
honorer Nakes non medis.

Menurut Sarniti, pihaknya 
merasa bersyukur karena saat 
ini formasi tersebut sudah tu-
run. Terlebih, formasi terbe-
sar adalah untuk Kabupaten 
Cirebon, yakni 2.130.

“Tapi kami masih bingung 
apakah ini akan diambil oleh 
SKPD lain atau hanya un-
tuk nakes, makanya ini yang 
sedang kami perjuangkan,” 
kata Sarniti.

“Semua honor Nakes, 
baik medis maupun non me-
dis itu belum sejahtera, gaji 
atau upah yang diterima masih 
di bawah standar,”  ujarnya.

Meskipun status Pusk-
esmas di Kabupaten Cire-
bon sudah beralih menjadi 
BLUD, namun sampai saat 
ini pihaknya belum pernah 
merasakan kesejahteraan dari 
penerapan BLUD tersebut. 
Dengan kata lain, peralihan 
status Puskesmas menjadi 
BLUD ini ternyata belum 
mampu mensejahterakan para 
honorer Nakes.

“Honor yang kami terima 
itu sekitar satu jutaan, yang 
di bawah itu juga ada karena 
sesuai kapitasi. Tapi, intinya 
ya masih di bawah standar,” 
tambahnya.  pra

Bupati Cirebon Komitmen
Dukung Honor Nakes Jadi PPPK

SERANG (IM) - Pemer-
intah Provinsi (Pemprov) 
Banten bersama dengan 
Pemprov Jawa Timur (Jatim) 
melakukan penandatanganan 
memorandum of  understand-
ing (MoU) dalam rangka 
misi dagang dan investasi 
untuk meningkatkan jenjang 
konektivitas antara kedua 
provinsi ini.

Penandatangan MoU 
itu dilakukan langsung oleh 
Penjabat (Pj)  Gubernur 
Banten, Al Muktabar bersa-
ma dengan Gubernur Jatim, 
Khofi fah Indar  Parawansa, 
di Hotel Aston Serang, Ban-
ten, Senin (11/9).

 Gubernur Jatim Khofi fah 
Indar Parawansa berharap 
misi dagang ini bisa tembus 
pendapatan sebesar Rp3 mil-
iar dan harus dapat dijadikan 
referensi bersama.

 “Misi dagang dan in-
vestasi ini kami targetkan 
sebesar  Rp3 mil iar  dan 
mudah-mudahan diberikan 
kelancaran serta disukses-
kan,” katanya pula.

Khofi fah juga menyam-
paikan, Banten untuk produk 
industri kreatifnya sangat luar 

biasa yang dapat terus dikem-
bangkan.

“Produk industri kreatif  
di Banten ini sangat luar bi-
asa, nanti akan mendapatkan 
display yang lebih pada saat 
para organisasi perangkat 
daerah (OPD) melakukan 
misi dagang di Jawa Timur,” 
katanya lagi.

Penjabat Gubernur Bant-
en, Al Muktabar mengatakan, 
ker ja  sama in i  tentang 
bagaimana Provinsi Banten 
dapat melakukan hirarki salah 
satu, yakni menekan angka 
infl asi di Banten terkait den-
gan beras, cabai, dan bawang 
merah.

“K ami  i ng in  s eka l i 
melakukan kerja sama karena 
Banten dan sekitarnya butuh 
bawang merah. Memung-
kinkan bawang merah yang 
menjadi faktor infl asi kami,” 
katanya lagi.

Al Muktabar mengatakan, 
yang dilakukan saat ini karena 
aktivitas ekonomi konek-
tivitas antarkawasan, dan 
menyampaikan terima ka-
sih atas pilihan misi dagang 
dan investasi di Provinsi 
Banten.  pra

Pemprov Banten dan Jawa Timur
MoU Misi Dagang dan Investasi

SERANG (IM) - Calon 
Pj Bupati Tangerang sudah 
mengerucut ke satu nama. 

Namun, hingga saat ini 
Pemprov Banten belum men-
getahui satu nama yang bakal 
dilantik pada Sabtu, 23 Sep-
tember 2023 nanti.

Plt Kepala Biro Peme-
rintahan dan Otonomi Da-
erah Setda Provinsi Banten, 
Gunawan Rusminto me-
ngungkapkan berdasarkan 
informasi yang diterimanya, 
dari sejumlah nama Pj Bupati 
Tangerang yang diusulkan Pj 
Gubernur Banten, DPRD 
Kabupaten Tangerang, dan 
Kementerian Dalam Neg-
eri (Kemendagri), saat ini 

sudah mengerucut ke satu 
nama.

 “Tim Penilaian Akhir 
sudah selesai pekan lalu,” ujar 
Gunawan, Senin (11/9).

Namun, lanjutnya, ia tak 
mengetahui secara persis satu 
nama tersebut berasal dari 
usulan siapa. 

“Tapi mungkin saja masih 
bisa berubah sampai hari pel-
antikan,” terangnya.

Untuk pelantikan Pj Bu-
pati Tangerang sendiri, Gu-
nawan mengatakan, masih 
tentatif. 

“Bisa di Pendopo Guber-
nur Banten atau di Kemendagri 
berbarengan dengan yang lain,” 
ujarnya.  pra

Calon Pj Bupati Tangerang
Sudah Mengerucut Satu Nama

Bupati Batu Bara Nilai Bobby
Sudah Layak Jadi Gubernur

program begitu? Rupanya 
syaratnya warga yang ter-
cover BPJS harus menca-
pai 97 persen. Jujur kami 
belum sanggup di sini 
membuat program terse-
but,” katanya.

Sementa r a  Bobby 
menjelaskan roadshow 
MMT sebaga i  sarana 
branding dalam upaya 
mengenalkan program 
yang memudahkan dalam 
pelayanan kesehatan di 
Kota Medan bagi seluruh 
lapisan masyarakat. 

“Kita juga mengajak 
kolaborasi baik di bidang 
kesehatan atau pariwisata. 
Saya juga sangat berharap 
anak muda turut ambil 
peran dari sisi pariwisat-
anya,” kata Bobby. 

Dari data yang didapat 
pihaknya, Bobby juga 
berharap semakin banyak 
warga Sumut yang bero-
bat cukup di kota Medan 
karena pelayanan terus 
ditingkatkan. 

“Yang hanya check up 
atau sakit ringan saya dapat 
datanya berobat sampai 
ke luar negeri. Cukup di 
Medan pun sudah bisa, 
pelayanannya insya Allah 
terus kita tingkatkan,” ucap 
Bobby.  pra

ASAHAN (IM) - Wali 
Kota Medan, Bobby Na-
sution menggelar Medan 
Medical Tourism (MMT) di 
Taman Hutan Kota Taufan 
Gama Simatupang, Kisa-
ran, Kabupaten Asahan, 
pada Minggu (10/9).

Event  MMT 2023 
dihadiri Bupati Asahan 
Surya, Wabup Asahan Tau-
fi k Zainal Abidin Siregar, 
Sekda Asahan John Hardi 
Nasution, Bupati Batu 
Bara Zahir MAP, beserta 
seluruh OPD Asahan/
Batu Bara. 

Sementara itu, Bobby 
Nasution tiba didampingi 
Asisten Ekbang, Direktur 
RS Pirngadi, Kadis Pari-
wisata, Kadis Kesehatan, 
Kadis UMKM. Talkshow 
MMT menghadirkan nara-
sumber, Amien, Pelaku 
Ekonomi Kreatif  Arief  
Digidoy, Wali Kota Medan 
Bobby Afi f  Nasution, Bu-
pati Asahan Surya dan 
Bupati Batubara, Zahir.

Dalam Talkshow Bu-
pati Zahir lantas memuji 
kiprah Wali Kota Medan, 
Bobby Nasution yang 
punya kepedulian besar 
terhadap seluruh lapisan 
masyarakat di Sumatera 
Utara.

Lewat program MMT, 
Zahir mengatakan, Bobby 
Nasution memikirkan kes-
ehatan masyarakat dan po-
tensi perekonomian dalam 
negeri.

“Saya tinggalkan Med-
an sejak 2018 sebelumnya 
komisi E DPRD Sumut. 
Sekarang perubahan dras-
tis di Medan,” kata Zahir. 

Dia menambahkan le-
wat program MMT ini 
Pak Wali ingin menge-
nalkan Rumah Sakit di 
Medan kepada masyarakat 
kita. Pelopor program ini 
artinya pak wali tak hanya 
pikirkan warga Medan tapi 
juga warga Sumut. Pengor-
banan ini patut diapresiasi. 
“Kami doakan jadi guber-
nur lah jangan jadi wali 
kota lagi,” ungkap Zahir 
kepada Bobby Nasution. 

Zahir juga memuji pro-
gram Bobby di Medan 
yang memudahkan warga 
untuk berobat. Di Medan 
kini cukup membawa KTP 
jika mau berobat di RS 
yang bekerjasama dengan 
BPJS di RS di kota Medan. 

“Di Medan berobat 
cukup pakai KTP, gak 
ribet harus bawa kartu 
BPJS atau syarat lain. Saya 
tanya bagaimana bisa buat 
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AIR SUMUR WARGA TERCEMAR BBM DI BOGOR
Warga menunjukkan air dari sumur yang diduga tercemar bahan 
 bakar minyak (BBM) di Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, 
Kabupaten Bogor, Senin (11/9). Air sumur sejumlah rumah di kawasan 
itu diduga tercemar BBM sehingga warga tidak bisa menggunakan air 
tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. 


